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ABSTRAK

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, bahkan
anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan
harta benda lainnya. Maka dari itu anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa
dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat‘harkat, martabat, dan hak — hak
sebagai manusia.yang harus dijunjung tinggi.-Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa
dan bernegara, anak adalah pewaris masa depan bangsa di masa datang, generasi
penerus cita-cita bangsa. Salah satu tujuan perkawinan adalah agar dapat meneruskan
keturunan, dan anak merupakan sebuah anugrah yang paling ditunggu oleh para
calon orang tua. Seorang anakdiharapkan‘menjadi kebanggaan erangtuanya, menjadi
anak yang membawa_nama“baik keluarga, membantu keluarga, maupun sebagai
penerus bangsa yang baik. Ketika seorang anak lahir, kedua orang tua yang sah
memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut untuk memenuhi hak-hak anak.
Perihal anak yang belum dewasa, tentunya mengenai melakukan perbuatan hukum,
mereka belum-memiliki kewenangan. Untuk itu, anak tersebut memerlukan orang
dewasa untuk mewakilinya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dijawab
dalam penulisan Skripsi ini diantaranya Bagaimanakah Pelaksanaan Perwalian Anak
Pada LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak serta Apakah Kendala Dalam
Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA Panti-/Asuhan Putri Pekanbaru Berdasarkan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak.

Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya dapat di golongan penelitian hukum
observasi (observasional research), yaitu dengan cara survei, dimana peneliti lansung
turun kelapangan mengadakan pengamatan, ‘dengan alat pengumpul data berupa
wawancara. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif yaitu penelitian yang
memberikan gambaran yang lebih tepat dan konkrit tentang pelaksanaan perwalian
anak pada LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru.

Pelaksanaan Perwalian Anak yang diberikan eleh LKSA Panti Asuhan Putri
Pekanbaru hanya bersifat formalitas dan tidak berdasarkan atas undang-undang yang
berlaku. Berdasarkan pada Pasal 30 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013
Tentang Pengasuhan Anak, “Penunjukkan wali dilakukan melalui penetapan
pengadilan. Kendala Dalam Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA Panti Asuhan
Putri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013
Tentang Pengasuhan Anak yaitu : Permasalahan yang berasal Dari Diri Pribadi Anak,
Permasalahan Dari Faktor tenaga pengurus dan Pendidik, Permasalahan yang timbul
dari faktor dana, Permasalahan yang timbul dari faktor perusahaan sosial dan rumah
sakit, dan Permasalahan dalam hal Perwalian.

Kata Kunci : Pelaksanaan Perwalian Anak, Lembaga Kesajahteraan Sosial Anak
Panti Asuhan Putri Pekanbaru.
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ABSTRAC

Children are a mandate as well as a gift from God Almighty, even children
are considered the most valuable assets compared to other assets. Therefore, the
child as a mandate from God must always be guarded and protected, because in the
child there is inherent.dignity, worth and rights as human beings that must be upheld.
Viewed from the side of the life.of the nation.and state, children are the inheritors of
the future of the nation in the future, the next generation of the nation's ideals. One of
the goals of marriage is to be able to continue offspring, and children are the most
awalited gift for prospective parents. A child is expected to be the pride of his parents,
to be a child who carries the good name of:the, family, helps the family, and as a good
successor of the nation..When a child is born, both/legal parents have responsibility
for the child to fulfill the child's rights. Regarding children who are not yet mature, of
course, regarding carrying out legal actions, they do not have the authority. For that,
the child needs an adult to represent him.

Based on the above background, the formulation of the problems that will be
answered in writing this thesis include How is.the Implementation of Child
Guardianship at LKSA Women's Orphanage Pekanbaru Based on the Minister of
Social Affairs Regulation Number 21 of 2013 concerning Child Care and What Are
the Obstacles in Implementing Child Guardianship at LKSA Women's Orphanage
Pekanbaru Based on the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 21 of
2013 concerning Child Care.

This research, when viewed from its type, can be classified as legal research
observation (observational = research), namely by ‘means of surveys, where
researchers directly go down,to the field to conduct observations with data collection
tools in the form of interviews. Meanwhile, seen from its nature, it is descriptive,
namely research that provides a more precise and concrete description of the
implementation of child guardianship at the LKSA Putri Orphanage Pekanbaru.

The implementation of child guardianship provided by the Pekanbaru
Women's Orphanage LKSA is only a formality and is.not based on applicable laws.
Based on Article 30 of the Regulation of the Minister.of Social Affairs Number 21 of
2013 concerning Child Care, “The appointment of a guardian is carried out through
a court order. Constraints in the Implementation of Child Guardianship at LKSA
Women's Orphanage Pekanbaru Based on the Minister of Social Affairs Regulation
Number 21 of 2013 concerning Child Care, namely: Problems originating from the
Child's Personal Self, Problems from the Management and Educator Factors,
Problems arising from the funding factor, Problems that arise from social enterprise
and hospital factors, and Problems with Trustees.

Keywords : Implementation of Child Guardianship, Children's Social Welfare
Institution Pekanbaru Women's Orphanage.
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BAB |
PENDAULUAN

dijaga dan ( ena dalan lekat ha artabat, dan hak — hak
sebagai ma idupan berbangsa

dan berne a datang, generasi

belum dewasa, tentunya menge ukan perbuatan hukum, mereka belum
memiliki kewenangan. Untuk itu, anak tersebut memerlukan orang dewasa untuk

mewakilinya.?

! A. Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,
hal.10
2 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 24
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Disinilah pentingnya kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan
bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selain itusdalam Pasal 298 ayat (2)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara
dan mendidik anak mereka yang belum dewasa.Kekuasan orang tua hanya berlaku
selama mereka hidup dalam perkawinan, tetapi dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-
Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kewajiban
orang tua berlaku terus sampai anak mencapai kedewasaan meskipun perkawinan
antara kedua orang tuanya putus.

Kekuasaan orang tua mengenai harta benda si anak yaitu pengurusan harta
benda si anak dan menikmati hasil dari harta benda si anak, walaupun orang tua
memiliki kekuasaan dalam, harta benda si  anak adapun  hal-hal yang harus
diperhatikan yaitu sesuai Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan bahwa orang tua tidak diperbolenkan memindahkan hak atau
menggadaikan barang tetap yang dimiliki oleh anak-mereka®. Undang — Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi"Manusia telah mencantumkan tentang hak
anak, pelaksanaan kewajiban, dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Orang tua,

keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak

® Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia legal Center Publishing,
Jakarta, 2002, hal. 19
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asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga
dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah dan Negara
mempunyai tanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi anak,
terutama dalam hal‘menjamifpertumbuhan danpérkembangannya secara terarah”.

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “pertanggung jawaban orang tua, masyarakat,
pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus
— menerus demi terlindunginya hak — hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus
berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik
fisik, mental, spiritual maupun sosial”.

Namun-pada kenyataannya tidak semua anak yang beruntung dilahirkan di
dunia ini. Tidak semua anak yang lahir di dunia ini memiliki orang tua yang
sepenuhnya memenuhi_ kebutuhan dan keperluan mereka: Ini menjadi sangat
bermasalah jika anak di bawah usia 18 (belum dewasa), secara alami itu akan menjadi
masalah bagi anak dalam memenuhi kebutuhan hidup. sehari-hari, termasuk status
hukum anak, baik dalam hal terkait perwalian maupun perlindungan kepentingan
secara hukum. kelangsungan hidup anak baik secara fisik maupun mental.

Anak, anak — anak berhak atas kelangsungan hidup mereka. Berhak atas
perlindungan dari setiap bentuk kekerasan mental, fisik, sosial dan tindakan

diskriminatif lainnya. Beberapa upaya untuk melindungi anak — anak telah diatur oleh

* Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 3
® Rachmadi Usman, Aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di indonesia, Jakarta : Sinar
grafika,2006, hal. 11
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Undang — undang dan konvensi. Aturan hukum dan konvensi itu mengatur
kesejahteraan anak, upaya untuk menigkatkan kesejahteraan dan perlindungan,

pengadilan anak untuk menetapkan usia minimum bagi seorang anak untuk

erkewajiban untuk
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memberi p butnya kekuasaan

orang tua & dengan pasal 50
Undang — yang menyebutkan
bahwa ana atau belum pernah

asaan orang tua berada
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kemiskinan yang menyebabkan kebutuhan anak tidak terpenuhi baik secara fisik
maupun mental dan sosial. Kesejahteraan anak adalah tanggung jawab orang tua di
dalam keluarga, tetapi jika hal itu tidak memungkinkan maka ada pihak lain yang
diserahi hak dan kewajiban tersebut. Jika memang tidak ada pihak yang dapat

melaksanakan sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir

20



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, pelaksanaan hak dan kewajiban
untuk mencapai kesejahteraan anak menjadi kewajiban Negara.

Panti asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai

Me
Kesejahtera

untuk mendap

sayang baik

berkembang s

Anak merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, Pemerintah

Daerah, atau Masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.

® M. Sidik, Panduan Sidang dan Materi Rapat Kerja Nasional, JAKARTA: LKSA — PSAA, 2017, hal.
7 Frisca Putri Prihandini, Pelaksanaan Perwalian Anak Oleh Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali
berdasarkan Hukum yang Berlaku di Indonesia”. Jurnal Law, Universitas Sebelas Maret, 2008, hal.
173
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Panti asuhan sebagai lembaga perwalian bertindak sebagai wali bagi anak —
anak yang mengalami gangguan ekonomi atau anak terlantar. Anak yatim piatu,

anak terlantar dan anak tidak mampu merupakan anak-anak yang terganggu

menerima
menjalank

sosial yang

AuAENANAEY:

5
&<t

bertanggung jawab secara ekonomi, mental maupun sosial, serta melindungi dan

mengontrol anak — anak yang berada di LKSA.

" Tan Kamello Rosnidar Sembiring, dkk. Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak (Studi
Penetapan Pengadilan Agama Binjai). USU Law Journal.\VVol 4 No.3. edisi Juni 2016, hal. 413
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Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang
Pengasuhan anak Perwalian anak adalah kewenangan yang diberikan kepada
seseorang atau badan hukum berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan untuk
melakukan pengasuhan atau perbuatan hukum-sebagai wakil untuk kepentingan dan
atas nama anak yang tidak mempunyai atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya,
atau kedua orang tua yang masih-hidup-tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau
mengabaikan pengasuhan tanggung jawab mereka.

Pada hakikatnya perwalian dapat dilaksanakan oleh orang atau badan hukum
berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Tetapi pada kenyataannya proses
perwalian yang dilakukan oleh LKSA Panti Asuhan Putri ini tidak adanya melalui
putusan atau penetapan pengadilan, cukup dengan perjanjian secara tertulis saja. Jadi
dengan diserahkannya anak-anak tersebut pada Panti Asuhan maka mereka akan
mendapatkan pengawasan dan _pembinaan yang lebih baik. Dengan demikian bahwa
tujuan menyelenggarakan Panti Asuhan adalah bahwa dalam jangka waktu tertentu
memberikan pelayanan sosial yang meliputi perawatan, bimbingan, pendidikan,
pengembangan dan" rehabilitasi serta kemudian..menyerahkan mereka menjadi
anggota masyarakat yang ‘dapat_hidup “lebih layak dan penuh tanggung jawab
sebagaimana mestinya terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Tetapi
harus diakui bahwa dalam kenyataannya anak belum mendapatkan perlindungannya
tersebut secara maksimal. Dalam kenyataan yang kita hadapi saat ini, masih terdapat
anak-anak terlantar karena keadaan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk dapat

tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosialnya.

23
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Berkaitan dengan usaha perlindungan terhadap anak tersebut sudah tentu akan
menemui hambatan dan kendala yang berupa prosedur penetapan perwalian anak dan

di dalam pelaksanaan akan ditemukan fakta di lapangan tentang hambatan yang

bantu pemerintah
dalam me angsa ‘j ‘- : -L :h_ 2 adalah aset bangsa yang sangat
I tanggung jawab
mereka. Berdasarka ai aka ' @an penelitian tentang

Perwalian denga aksana alia SA Panti Asuhan

masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA Panti Asuhan Putri
Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang

Pengasuhan Anak ?

24
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2. Apakah Kendala Dalam Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA Panti Asuhan

Putri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013

Tentang Pengasuhan Anak ?

Dalam penelitian ini, menetapkan suatu kerangka teori adalah merupakan
suatu keharusan. Hal ini dikarenakan, kerangka teori itu digunakan sebagai landasan
berfikir untuk menganalisa permasalahan yang dibahas, adapun teori yang digunakan
teori Hukum Pembangunan yang dikemungkakan Mukhtar Kusumaatmaja yang

memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (way of live) masyarakat serta

25



bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan terhadap
norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalamnya. Pada dasarnya “Teori
Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan
masyarakat (law.as a tool of social engeneering) dan hukum sebagai suatu sistem
sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang®”.
Menurut Lilik Mulyadi, ¢ang. mengutip, pendapat Mukhtar Kusumaatmadja,
menyebutkan bahwa: Tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah
ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan
lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya,
menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban
diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.di masyarakat, karena
tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan
Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban®.
Hukum sebagai sarana pembaharuan terkait erat dengan cita-cita
pembangunan hukum nasional yang dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat,
seperti diketahui “masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralis dan dalam
budaya hukum Indonesia “dikenal 3" (tiga). tradisi normatif, yaitu Hukum Adat

Pribumi, Hukum Islam dan Hukum Sipil Belanda™®”.

® Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung,
2003, hal. 5

“Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja,
http://lwww.badilum.info/images/stories/artikel/kajian_deskriptif_analitis_teori_hukum_pembangunan.
pdf, terakhir diakses 16 September 2021

10 Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi tentang Konflik dan resolusi dalam Sistem
Hukum Indonesia, Terjemahan Pustaka Alphabhet, Jakarta, 2008, hal. 9
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“Bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan itu dapat berupa itikad baik
(tegoeder trouw) dalam berhukum untuk membangun sistem hukum yang baik, maka

diperlukan suatu basis yang kokoh yang diatasnya sistem hukum dapat dibangun”,

perwalian
S
<3 keadilan, ke
-
=

AP disay yepepe

-
-

b

4. Partisipasi (partisip

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

11 Bismar Nasution, Peranan Birokrasi dalam Mengupayakan Good Governace : Suatu Kajian dari
Pandangan Hukum dan Moral, Makalah yang disampaikan pada Diseminasi Policy Paper Komisi
Hukum Nasional Republik Indonesia”reformasi Hukum di Indonesia Melalui Prinsip-Prinsip Good
Governance”, tanggal 1-2 Oktober 2003, Medan, Sumatera Utara, hal. 37

12 satjipto Raharjo, Hukum dan Perilaku, hidup baik adalah dasar hukum yang baik, Penerbit Kompas
Media Nusantara, Jakarta,2009, hal. 11

3 Andrian Suhedi, Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal, Rekturisasi Perusahaan dan good
Corporate Government, Cipta Karya, Jakarta, 2006, hal.205
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Bekerjanya hukum tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa: “Hukum tidak bekerja menurut

ukuran dan pertimbangannya sendiri melainkan dengan dengan pemikiran dan

walaupun a harus memenuhi

suatu ukura f yang hidup 3 *‘* g melahirkan suatu
a berkembar ] me “uj kan gagasan ideal

kepastian h

negara huk

ALAINNE

g

pendapat Jan
Negara-negara b

pelaksanaanya™”.

masyarakat di Negara berkembang, menimbulkan sikap frustasi, pada kenyataannya

untuk menciptakan dan mendatangkan keadilan di masyarakat, “hukum pada saat ini

1 Satjipto Raharjo, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 146

' Irmayani, Akuntabilitas Tim Pengamat Kemasyarakatan (TPP) Pada Pelaksanaan Pembinaan
Narapidana Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,
Tesis,Medan, 2009, hal.37
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malah sering menjadi masalah daripada menyelesaikan masalah, bahkan tidak sedikit

1655

yang bersikap apriori terhadap hukum™”. Senada dengan Irmayani yang juga

mengutip pendapat Jan Michiel Otto, bahwa : Hukum menjadi tidak efektif karena

berbagai permasalahan sosial, yang dapat menggangu ketertiban, keamanan dan
pembangunan nasional. Berarti perlindungan anak yang salah satu upayanya yaitu

melalui perwalian, yang harus diusahakan apabila ingin mensukseskan pembangunan

16 Satjipto Raharjo, Op.cit, hal. 1
7 Irmayani, Op.cit, hal. 35-36.
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Nasional. Di samping teori utama yang dipergunakan sebagai alat analisis penelitian
ini, juga akan didukung dengan beberapa teori lain sebagai teori pendukung yaitu

teori perwalian. “Setiap orang harus ada walinya, wali itu dapat terdiri dari orang

sebagai teori

pendukung

menganalisis dan

menjelaska dan mewujudkan

sayangnya”®”.

Selain teori-teori diatas juga di ikutkan teori pengayoman. Menurut Soediman

Kartohadiprodjo: Hukum melindungi manusia secara aktif dan pasif. Secara aktif,

'8 perlindungan Hukum Anak Angkat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Ditinjau Dari
Hukum Islam. http://www. repository.usu.ac.id, terakhir diakses tanggal 17 Agustus 2021

19 sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Jilid 8, , Al-Maarif, Bandung, 2014, hal. 160.

2 A. Hamid Sarong, Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia, Ringkasan Hasil
Penelitian, USU, (Medan, 2007), hal. 9.
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dengan memberikan perlindungan yang meliputi berbagai usaha untuk menciptakan
keharmonisan di masyarakat dan mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang
manusiawi, melindungi secara pasif adalah memberikan perlindungan dalam berbagai
kebutuhan, menjaga ketertiban.dan keamanan; taat hukum,dan peraturan sehingga
manusia yang diayomi dapat hidup damai dan tentram.**

Istilah perwalian berasal «dari Kata-dagsas ‘‘wali”, yang mendapat awalan per.
Kata wali' dalam bahasa Indonesia berarti seseorang yang diharuskan oleh hukum
(agama, adat) kewajiban untuk mengurus, menjaga anak yatim dan harta bendanya
sampai anak itu tumbuh dewasa. Adapun kata perwalian berarti segala sesuatu
mengenai urusan wali; pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan harta
bendanya®’. Menurut Subekti, perwalian (voogdij) adalah pengawasan terhadap anak
yang dibawah umur, yang tidak berada di bawah wewenang orang tua serta
pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh hukum?.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa, “pemeliharaan anak disebut
voogdij (perwalian), sedangkan selama perwalian berlangsung, perlindungan anak
yang berada di tangan kedua orang tua, adalah kekuasaan orang tua’. Perbedaan
perwalian dan kekuasaan “orang. tua adalah ada atau tidak adanya pernikahan,
sedangkan kekuasaan keduanya meliputi hal — hal yang sama ialah pemeliharaan anak

dan harta bendanya. Dari ketentuan ini disimpulkan bahwa perwalian adalah

*! Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Pembangunan, Jakarta, 2013, hal.
245

%2 M. Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, Pustaka setia, Bandung, 2011, hal. 277

% R. Subekti, Pokok - pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 52

?* M. Hasan, Op.Cit, hal. 278
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pemeliharaan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua beserta
pengurusan harta kekayaannya®.

Selain melalui pasal 365 KUHPerdata, perwalian oleh badan hukum kemudian
juga didukung oleh aturan dalam.Kompilasi.hukum islam pasal 108 dimana orang tua
dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian
atas diri dan kekayaan anak .atau?anak-gnaknya sesudah ia meninggal dunia, ini
berarti bahwa badan hukum dapat pula ditunjuk oleh orang tua sebagai wali melalui
wasiat. Tentang syarat-Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh badan-badan hukum,
jika badan hukum itu mengiginkan untuk diangkat sebagai wali. Perwalian oleh
badan-badan hukum itu pada umumya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang sama
seperti perwalian oleh badan-badan pribadi.*® Mengenai keharusan perwalian harus
berdasarkan penetapan pengadilan baik dari pengadilan agama atau pengadilan
negeri, ditegaskan dalam Undang-undang perlindungan anak yaitu pada Pasal 33 ayat
(1) bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau
tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan
hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk. sebagai wali dari anak yang
bersangkutan. Selanjutnya “ayat. (2) ‘'mengatur bahwa untuk menjadi wali anak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan®’.

% Ibid, hal. 279

% H.F.A.Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata jilid I, Rajawali, Jakarta, 2002, hal. 156

" Ahmad Kamil dan M. Fauzan , Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Raja
Grafindo Persada, 2008, hal. 35
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Permohonan sebagai wali diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan
tempat anak bertempat tinggal disertai keterangan jati diri anak dan suratsurat lainnya

yang dibutuhkan mengenai anak dan pihak yang akan ditunjuk sebagai wali.

ua dan terhitung

“belum dewasa nereka yang : i a puluh satu) tahun”,

dan tidak lebih-de ‘ alam tiap p 3 satu orang wali. Anak

tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau wali bagi seorang anaknya atau lebih,
berhak mengangkat seorang wali bagi anak — anak itu, jika kiranya perwalian itu

setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan hakim tidak harus

%8 R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan, Sinar Grafika,
Jakarta, 2006, hal.12
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dilakukan oleh orang tua yang lain. Pengangkatan dilakukan dengan wasiat atau

dengan akta notaris (Pasal 355 ayat 1 dan 3 KUHPdt).

b. Perwalian Berdasarkan Undang — undang Nomor 1 tahun 1974

gkutan maupun
harta ben e arka , ) ang — Undang Tentang
lankan kekuasaan
lisan di hadapan 2
ersebut atau orang
elakuan baik. Wali

bendanya sebaik —

ditentukan bahwa apabila orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan
hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang

bersangkutan.” Selanjutnya ayat (2) dan (3) menentukan “bahwa untuk menjadi wali
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anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk tersebut agamanya
harus sama dengan agama yang dianut anak.”

Berdasarkan Pasal 33 ayat 4 dan Pasal 34 UU Perlindungan Anak “Wali yang

anak yang masih di

dalam kandungan. Penga adalz enuhi kebutuhan akan

badan hukum berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan untuk melakukan
pengasuhan atau perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama
anak yang tidak mempunyai atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya, atau
kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau

melalaikan kewajibannya sebagai orang tua.
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e. Perwalian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
Perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 “Perwalian hanya

terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah

“Kawan wali, yaitu jika yang menjadi wali itu si ibu dan ibu ini kawin lagi,

maka suaminya menjadi kawan wali.” - Pasal 351 KUH Perdata

2 pytri Nur Islamiyati, Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA PA berdasarkan Undang-Undang
yang Berlaku di Indonesia (Study pada LKSAPA Ikatrina Ponorogo”. Jurnal Ahwal Syakhshiyyah,
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017, hal. 6
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3) “Wali orang yang telah dewasa atas anak luar kawin yang diakui.” - Pasal
353 KUH Perdata

4) “Perwalian menurut wasiat, yaitu wali yang diangkat berdasarkan surat wasiat

5) ~ ang diangkat o as 9. KUH Perdata

6) ' asal 365 KUH

7) peng : rang yang di bawah

b) Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta kekayaan
mindejarige (Pasal 386 ayat 1 KUHPdt). Sesudah hari perwalian dimulai,

maka wali harus menuntut pengangkatan penyegelan, bila penyegelan ini

¥ R. S. Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga, Airlangga University Press, Surabaya, 2018,
hal. 98
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telah dilakukan, dan dengan dihadiri oleh wali pengawas, segera membuat

atau menyeluruh membuat daftar barang — barang kekayaan anak belum

dewasa. Daftar barang — barang atau inventarisasi itu boleh dibuat di bawah

maupun semenda, akan memerintahkan penentuan jumlah yang dapat
dipergunakan setiap tahun oleh si minderjarige dan jumlah biaya yang
diperlukan untuk pengurusan harta benda itu dengan kemungkinan untuk

minta banding kepada Pengadilan.
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e) Kewajiban untuk menjual perabot — perabot rumah tangga minderjarige
dan semua barang bergerak yang tidak memberikan hasil atau keuntungan

kecuali barang — barang yang dibolehkan disimpan in natura dengan izin

egara, yaitu bila

ang Negara (Pasal

iy disay yejepe il udwnyo(]
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maupun oleh salah satu dari kedua orang tua.
4) Jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga anak diangkat menjadi wali.
5) Jika seseorang menjadi wali karena hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 331b KUHPdt, hak perwalian berakhir apabila:

1) Diangkat wali lainnya

39



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

2) Anak yang belum dewasa setelah berada di bawah perwalian, dikembalikan
ke dalam kekuasaan orang tuanya.

3) Anak luar kawin yang belum dewasa yang telah diakui oleh undang —

pertumbuhan da di-anak baru dan tidak
akan menja
anak — anak ada : E ‘j ‘- 3 a, V3 “l't 18 (delapan belas)
tahun untuk wanita da : _ . i, seperti halnya di

Kartini Kartono

dimadsud dengan anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang
berkembang, menentukan identitas, sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh

lingkungan.

3L A. Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hal. 36-37
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Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut
peraturan perundang — undangan, begitu juga menurut pakar para ahli. Namun, di

antara beberapa pengertian anak, anak tidak memiliki kesamaan mengenai pengertian

xhun 2002 tentang

8 (delapan belas)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
a. Hak dan Kewajiban Anak

1. Hak — Hak Anak
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Pengaturan hak — hak anak di Indonesia saat ini juga diatur secara khusus
dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Keputusan

presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak — hak Anak.

berkembang dan
kat dan martabat,

dari kekerasan dan

b) 2 : nama sebagai identitas diri dan status

kewarganegaraan.

¥ M.N. Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 13
* bid, hal. 18
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c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan

berekspesi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam

bimbingan orang tua.

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,
bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat,
bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

2. Kewajiban Anak
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Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada
beberapa hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara

lain®*:

o
s

AL AN
5
>
>

\“‘G“
- \
g

dan memadai bagi

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa panti asuhan
merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi sebagai

perlindungan terhadap anak-anak sebagai pengganti orang tua dalam memenuhi

# A. Prakoso, Op.Cit, hal. 16
® M. Sidik, Op.Cit, hal. 43-44
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kebutuhan rohani dan jasmani pada anak asuh agar mereka memiliki
kesempatan untuk mengembangkan diri sampai ke tahap kedewasaan serta

mampu melaksanakan perannya sebagai individu di dalam masyarakat.

memberikan

arahan d ) batasan judul
penelitian,

1. Pelg nela 0 n, dan lain — lain.

2 sal dari kata dasar

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam
kandungan”. Panti Asuhan adalah suatu tempat penaungan untuk memelihara,

merawat dan memfasilititasi anak yatim piatu dan terlantar.

% Hasan, Op.Cit, hal. 278
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F. Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian

sebagai berikut :

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan

pihak pelaksana perwalian yaitu pengelola LKSA Panti Asuhan Putri
Pekanbaru.

b. Sumber Data Sekunder
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Sumber data sekunder dari penelitian ini merupakan data yang diperoleh
dari buku — buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang

dibahas dan peraturan perundang — undangan, makalah, skripsi jurnal, dan

No.

1. Sensus
2. Sensus
3. Sensus

Qa ! .yang.dilakukan dengan cara penulis
“‘\

mengadakan tanya jawab onden yaitu Kepala LKSA Panti Asuhan
Putri Pekanbaru, Pengasuh LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru dan

Pengawas LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan
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Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data
sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari

masalah pokok yang diteliti dan data yang diperoleh dari wawancara disajikan

Setelah data tersebut

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
DA disay yepepe i uamnjo(

%" Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi, UIR Press, Pekanbaru, 2017, hal. 15
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BAB Il
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

bahasan anak dan
batas usia s . ana seseorang

kan suatu suatu

Dalam pemaknaan yang ur endapat perhatian tidak saja dalam bidang
ilmu pengetahuan (the body of knowledge) tetapi dapat di telaah dari sisi pandang

sentralistis kehidupan.

2: Iman Jauhari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami, Op.Cit, hal. 81
Ibid, hal. 83
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Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin
rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Untuk meletakkan anak kedalam

pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di

i seba
o
N or

g dewasa atau untuk

b. g ana : arkan pada ketentuan hukum atau
persamaan kedudukan dalam hukum Equality Before The Law dapat
memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak
mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan
peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakan ketentuan hukum

yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan
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berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Ini berdasarkan
Hak-hak privilege yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari
Undang Undang Dasar dan peraturan perundangundangan.

Untuk dapat memahami_ pengertiantentang anak itu sendiri sehingga
mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat
dari berbagai aspek kehidupan;, yaitu, aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum
dimana pengertian dari masing-masing aspek memiliki perbedaan baik dari subtansi,
fungsi, makna dan tujuannya misalnya “pengertian anak menurut agama diartikan
sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang arif dan berkedudukan mulia yang
keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan
kehendak Tuhan Yang Maha Esa*"”.

Berbeda halnya dalam kaitannya kedudukan anak dalam status sosial yang
memposisikan ‘anak sebagai, _kelompok sosial, yang berstatus lebih rendah dari
masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi, ini disebabkan karena keterbatasan
kemampuannya dalam proses pertumbuhan, belajar dan sosialisasisnya, akibat usia
yang belum dewasa.  Dalam pengertian ekonomi anak cenderung dianggap kepada
golongan yang tidak produktif,.maka. oleh.itu dianggap perlu adanya pengaturan
untuk terciptanya kesejahteraan dari anak tersebut supaya tidak menjadi korban dari
tindakan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk melakukan Kkegiatan

ekonomi atau kegiatan produktifitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi.

0 salimah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditemukan Akibat Gempa dan Tsunami
Penelitian Dikota Banda Aceh), Tesis pada M.Kn,FH,USU, Medan, 2005, hal. 11
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Dalam pengertian politik anak pada umumnya diartikan sebgai seseorang
yang masih dibawah usia tertentu, belum dewasa dan belum kawin. Aminah Azis

meyebutkan “Mengenai batas usia tertentu dibagi kedalam dua katagori yaitu batas

mempunyai ke eraga +' g it Japat para pakar dan peraturan

perundang-undangan ya rlaku Senads Jel _ mmad Hasan Wadong

Majelis Umum Peserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 yang
menyebutkan anak merupakan orang berusia dibawah 18 tahun, kecuali yang berlaku

bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal Sedangkan

*1 Aminah Azis, Op.Cit, hal. 19
*2 Maulana Hasan Wadong, Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2000, hal
14-15
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membicarakan batas umur dari anak menurut peraturan perundang-undangan juga
memiliki perbedaan dari pembatasan usia anak ini didasari dari maksud dan tujuan

dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut, untuk meletakkan batas

Perdata. “Dengan

dikatakan dewasa

berumur 21 tahun, hal ini merupakan pembatasan yang jelas dan tegas

disebutkan tentang seseorang telah dewasa atau belum dewasa.

* Nashriana, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak

Pelaku Penyalahgunaan Narkoba,
http://www.google.com/url?g=http://eprints.unsri.ac.id/608/1/Pertimbangan_Hakim_Dalam_Menjatu
hkan_Putusan_Pidana_Penjara_Terhadap_Anak_Pelaku_Penyalahgunaan_Narkoba.pdf. terakhir

diakses 16 September 2021.
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b. Dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara

langsung tentang anak namun secara tersirat dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat
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dianggap dewasa dan wenang bertindak. Dimana ukuran dewasa seseorang dapat
diukur dengan melihat :

a) Kemandirian seseorang anak (telah berkerja)

* Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, PT Raja Graindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 42
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b) Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan
bermasyarakat dan bertanggung jawab.
c) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri®.”

Hal berbeda diutarakan oleh Hilman Hadikusuma. “Yang menarik garis
batas antara belum dewasa dan sudah dewasa tidak perlu di permasalahkan, oleh
karena pada kenyataanya walaupun, ‘orang /belum dewasa namun ia telah dapat
melakukan perbuatan hukum misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan
perbuatan jualbeli, berdagang dan sebagainya walaupun dia belum wenang kawin“®”.

Menurut Ter Haar. “Laki-laki atau perempuan dianggap telah cakap untuk
melakukan suatu perbuatan hukum adalah mereka yang telah dewasa, dalam hal ini
berati mereka telah menikah dan meninggalkan rumah orang tuanya dan menetap
dirumah sendiri dan menjadi keluarga yang mandiri atau berdiri sendiri*’”.

Perbedaan ketentuan cakap bertindak karena umur-dewasa dalam uraian
tersebut di atas, menunjukkan “adanya perbedaan anggapan pada kemampuan fisik
dan atau mental manusia untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang terukur
secara biologis atau psikologis, sehingga dinilai.sanggup menyandang hak dan
kewajiban khusus terhadap perbuatan hukum. tertentu®.”

Tentang kedewasaan ini, merupakan salah satu dari sekian faktor yang harus

diperhatikan apabila hendak melakukan suatu perbuatan hukum. Masalah tidak akan

*® Irma Setyowati Soenitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal 19

*® Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat, Fajar Agung, Jakarta, 2017, hal 10.

*7s. Chandra, Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Persyaratan Permohonan Di Kantor
Pertanahan, Gresindo, Jakarta, 2005, hal. 7.

8 B. Ter Haar, Asas-Asas Dan Susushan Hukum Adat, Pradya Paramita, Jakarta, 2015, hal.166
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timbul jika ternyata seorang anak yang belum dewasa masih berada dibawah
pemeliharaan orang tuanya. Namun apabila sianak yang belum dewasa sudah tidak

berada dibawah kekuasaan orang tuannya lagi maka segala perbuatan hukum sianak

Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan

diasuh orang tuanya;
6) Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan
keluarga;

7) Hak anak untuk tinggal bersama orang tua ;
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8) Kebebasan menyatakan pendapat atau pandangan;

9) Kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama ;

10) Kebebasan untuk terhimpun, berkumpul dan berserikat;

20) Hak anak atas pendidikan;

21) Hak anak untuk beristirahat dn bersenang-senang untuk terlibat dalam
kegiatan bermain, berkreasi dan seni budaya;

22) Hak atas perlindungan dari ekploitasi ekonomi;

23) Perlindngan dari pengguana dari obat telarang;
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24) Melindungi anak dari segala bentu eksploitasi seksual;
25) Perlindunga terhadap penculikan dan penjualan atau perdangan;

26) Melindungi terhadap semua bentuk ekspoitasi terhadap segala aspek

dibawah Kekuasaan orang tua ya an kekuasaan yang dilakukan oleh ayah
atau ibu, selama ayah atau ibu masih terikat dalam perkawinan terhadap anak-
anaknya yang belum dewasa. Kekuasaan itu biasanya dilakukan oleh siayah, namun

jika siayah berada diluar kemungkinan untuk melakukan kekuasaan tersebut maka si

* Iman jauhari, Hak-hak anak Dalam Hukum Islam, Pustaka bangsa, Jakarta, 2012, hal. 120.
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ibu yang menjadi wali. Pada umumnya kedua orang tua wajib memelihara dan
mendidik anak-anak yang belum dewasa, meskipun orang tua dari anak yang belum

dewasa tersebut kehilangan hak menyelenggarakan kekuasaan orang tua atau menjadi

g melakukan suatu

orang lain®.” Wali

pemberian pendidikan, nafkah terhadap anak yang masih dibawah umur, sehingga

% Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam, PT Raja Grafindo, Jakarta,
2014 hal. 134
*! Ibid. hal.137
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dengan demikian perwalian itu sendiri dapat juga diartikan sebagai suatu lembaga
yang mengatur tentang hak dan kewajiban wali®”.

Wali merupakan orang selaku pengganti orang tua yang menurut hukum
diwajibkan mewakili anak yang. belum dewasa atau yang.belum akil balig dalam
melakukan perbuatan hukum atau “orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagali
orang tua terhadap sianak™.” Menuiut Hokum Indonesia. “Perwalian didefinisikan
sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau
atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan
perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum. yang diberikan pada seseorang
anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada
dibawah kekuasaaan orang tua>*.”

Menurut R. Sarjono. “Perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang
diberikan kepada seseorang, anakyang belum mencapai usia dewasa atau belum

% Ketentuan ini

pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua
serupa sebagaimana. disebutkan dalam Pasal 330 ayat (3) KUH Perdata bahwa
Perwalian (Voogdij) adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak

berada dibawah kekuasaan orang.tua."KUH.Perdata meyebutkan, bahwa anak yang

belum dewasa atau dibawah umur adalah yang belum berusia 21 tahun atau belum

52 Sjti Hafsah Ramadhanay, Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas
Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksitensi Balai Harta Peninggalan Medan
Sebagai Wali Pengawas), Tesis, Sps-Usu, Medan 2004, hal. 30

5% Lihat pasal 1 angka 5 Undang —undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

5 \Wahyono Darmabrata dan Surini ahlAn Sjarif, Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia,
cet,2, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2004 hal 147

> R. Sarjono, Masalah Perceraian. Cet 1,Academika, Jakarta, 2010, hal. 36
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menikah, dan untuk dapat melakukan perbuatan hukum dibutuhkan bantuan dari
orang lain (wali), maka sebab itu terbentuklah suatu perwalian terhadap anak yang
masih dibawah umur dengan tujuan untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Selain
itu dalam Pasal .50 Undang-undang Nomor+1 tahun 1974 tentang Perkawinan
menyebutkan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada
dibawah kekuasaan wali. Dalam Pasal tersebut ayat (2) juga menyebutkan perwalian
itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya>°.”
Menyangkut penempatan Wali ini sangat penting, terlebih pada masalah
pewarisan. Apabila orang tua sianak yang belum dewasa, meninggal dunia maka
sianak tersebut-akan mendapatkan harta warisan dari orang tuannya itu. Sianak harus
diwakilkan oleh walinya, sehingga dengan akibat tersebut harta peninggalan yang
didapatkan seorang anak atas peninggalannya kedua orang tuanya dapat diurus dan
diawasi dengan baik sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum. Kedewasaan
seseorang sangat berarti didalam hukum, terlebih-lebih apabila kedewasaan itu
dihubungkan dengan pewarisan. Manakala seorang meninggal dunia, dan
meninggalkan harta, sedangkan ahli warisnya masih ada yang belum dewasa maka

perlu diketahui bagaimana peralihan hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan

tersebut beralih dan bagaimana pengurusannya.

% |ihat Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
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2. Berbagai Macam Perwalian
Dalam hukum Islam dan KUH Perdata dikenal berbagai jenis atau macam

perwalian. Menurut hukum Islam “perwalian” terbagi dalam tiga kelompok. Para

dan sebagainya,

ap jiwa dan harta

juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua
pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali.
Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk

mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah

57
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hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya

selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah

selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus

tersendiri.
Dalam Pasal 355 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa masing-masing
orang tua yang melakukan kekuasaan orangtua atau wali bagi seorang anaknnya atau

lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika ia bercerai lalu

% |bid, hal. 104-105
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meninggal dunia. Perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik secara
sendirinya ataupun dengan putusan hakim seperti dimaksud didalam Pasal 353 ayat

(3). Pengangkatan wali harus dilakukan dengan surat wasiat atau dengan Akta notaris

c.

g tidak berada
dibawah ﬁ] sah akan ditunjuk
seorang ng wali setelah
mendengar

3. As
erwalian, yakni:
1) Asa
antum dalam Pasal
331 KUH Perc pengecualian dalam 2
hal, yaitu:
a. Jika perwali ang tua yang hidup paling

(Pasal 351 KUH Perdata).
b. Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan bewindvoerder yang mengurus
barang-barang Minderjarige diluar Indonesia didasarkan pada (Pasal 361

KUH Perdata).
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2) Asas Persetujuan dari keluarga, dimana keluarga harus dimintai

persetujuannya tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak

diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, jika pihak keluarga tidak datang

permasalahan perwalian yang berlaku bagi berbagai golongan penduduk dari
berbagai daerah yaitu :
a. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama
yang telah diresipiir kedalam hukum adat;

b. Bagi orang Indonesia asli lainya berlaku hukum adat;
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c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijke
Ordonantie Christen Indonesiers (S.1933 nomor 74);

d. Bagi orang-orang Timur Asing lainya, dan warga Negara Indonesia

a. Dasar Hukum Menurut Syariat.
Alguran dan Hadist dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai
perwalian, merujuk kepada firman Allah SWT mengenai pentingnya
pemeliharaan terhadap harta, terutama pemeliharaan terhadap harta anak

yatim yang telah ditinggalkan oleh orang tuannya. Dalam QS An-Nisa ayat
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(2), Allah berfirman “dan berikanlah kepada anakanak yatim (yang sudah
dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang
buruk, dan jangalah kamu makan harta mereka bersama hartamu, sungguh

. Ayat ini

yang telah

pengelolaan harta

jab)
D
>
S
D
—~
o
@D
=
D
[%2}
D
N—r

t berikutnya Allah

cukup umur untuk

AN AL

maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian,
apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu

adakan saksisaksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.*®

% 7Chairul Fahmi, =Op. Cit, Perwalian, http://www.idlo.int/DOCNews/240DOCF1.pdf, Terakhir
diakses 16 September 2021.
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Selain adanya perintah untuk menjaga anak yatim tersebut, baik dalam
konteks penjagaan jiwa dan perkembangan mereka, juga penjagaan terhadap harta

mereka, Allah sangat murka jika orang yang kemudian menjadi wali tidak dapat

erbagai hadis Nabi

ukum mengenai

Adat dapat diterjemahkan sebagai hukum adat atau hukum tradisional. Adat
mengacu pada serangkaian kepercayaan, norma atau kebiasaan yang biasanya
diterapkan di komunitas-komunitas penduduk Indonesia. Isinya termasuk deskripsi

tentang apa yang dilakukan oleh komunitas, seperti serangkaian perintah tentang apa

% |bid,
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yang harus dilakukan oleh anggota komunitas tersebut. Menyangkut perwalian yang
tidak bedasarkan hukum formal melainkan bedasarkan kepada kebiasaan masyarakat
tertentu yang menunjuk wali berdasarkan komunitas masyarakat setempat sehinga
penunjukan wali_tidak memiliki.suatu kepastian hukum. Dalam Hukum Adat tidak
dikenal adanya lembaga perwalian. Jika orang tua tidak melaksanakan kewajibannya
atas anak-anaknya maka anak-anak ‘tersebut akan dipelihara oleh kerabat ibu atau
ayahnya sesuai hukum “kekeluargaan/perkawinan dari” orang tuanya. Dalam hukum
kekeluargaan yang bersifat patrilinial maka jika orang tua anak tidak dapat
melaksanakan tugas pengasuhannya maka pengasuhan anak tersebut akan beralih ke
kekeluarga pihak ayah. Demikian juga sebaliknya, dalam  sistem kekeluargaan
matrilinial, pengasuhan anak akan menjadi tanggung jawab.keluarga ibu. Dalam
Hukum Adat Indonesia tidak ada perbedaan dalam hal mengatur pemeliharaan si anak
di satu pihak dan hal mengurus barang-barang kekayaan-si anak di lain pihak.
Pemeliharaan anak tidak hanya sebagai kewajiban si ibu atau si bapak saja, melainkan
juga sebagai kewajiban sanak saudaranya yang lebih jauh. Oleh karena itu tidah
tampak suatu peraturan.Hukum Adat tertentu siapa.yang menggantikan orang tua si
anak dalam hal memelihara anak. tersebut, .apabila salah satu dari mereka meninggal
dunia atau bercerai.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro: Penyelesaian soal-soal pemeliharaan si
anak pada umumnya erat hubungannya dengan tiga macam corak kekeluargaan dan
perkawinan yang ada di Indonesia. Corak keibuan, garis kekeluargaan si ibu dan

dalam corak kebapaan garis kekeluargaan si bapak, yang ada peranan penting dalam
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hal memelihara si anak, sedang dalam corak keibu bapaan garis kekeluargaan si ibu
dan si bapak keduanya pada hakikatnya ada peranan yang sama kuatnya®’.
c. Landasan Hukum Menurut KUHPerdata

Landasan<hukum tentang_perwalian.dalam KUH Perdata telah disebutkan
pada Bab XV dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 418. Dalam KUH Perdata, juga
mengatur tentang perwalian. Jbagit seorang /perempuan. Dalam Pasal 332 b (1)
ditentukan bahwa: “petempuan bersuami tidak bolch menerima perwalian tanpa
bantuan dan izin tertulis dari suaminya.” Namun jika suami tidak memberika izin,
maka bantuan dari pendamping bijstand itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari
hakim. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata:
bahwa apabila-si suami telah memberikan bantuan atau izin atau apabila ia kawin
dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan
tadi menurut Pasal 112 atau Pasal 114 dengan ‘kuasa dari~hakim telah menerima
perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak
melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian tanpa
pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itupun
bertanggung jawab pula.

Selain perwalian dalam bentuk perorangan, KUHPerdata juga mengatur
tentang perwalian yang dilakukan oleh badan hukum. Dalam Pasal 355 ayat 2 KUH
Perdata dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat sebagai wali. Tetapi

berkaitan dengan hal tersebut, sebuah perwalian yang dilaksanakan oleh badan

®1 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung, 2010, hal. 85
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hukum harus diperintahkan oleh pengadilan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 365 a (1) KUH Perdata bahwa dalam hal sebuah badan hukum diserahi

perwalian maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu memberitahukan

aksaan. Akan tetapi jika

‘i‘-“ .Q@ a sebagai wali,
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anak- anak atau anak tiri mereka sendiri.
d. Landasan Hukum Menurut KHI dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Selain Al-Qur’an dan Hadist sebagai landasan ketentuan mengenai perwalian

dalam konteks hukum Islam, ketentuan tersebut juga diadopsi dalam KHI (Kompilasi
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Hukum Islam), diatur dalam BAB XV mengenai perwalian. Pada Pasal 107 ayat (1-4)
dinyatakan bahwa:

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum

s perwaliannya,

kerabat untuk

kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua peru
bahan-perubahan harta benda anak tersebut;

(3) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah
perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya;

(4) Larangan Bagi Wali.
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Mengenai larangan bagi wali, telah diatur di dalam Pasal 52 UU No.1 tahun
1974 menyatakan bahwa wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau

menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18

S0

uk harus seagama

LRALY

ng bersangkutan,

or 23 tahun 2002.
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BAB Il1
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA Panti Asuhan Putri Pekanbaru
Berdasarkan Pe n_Menteri Sosial Ne Tahun 2013 Tentang

harta seseorang dari orang orang'ye

Oleh sebab itu masalah perwalian ini mempunyai tujuan yang baik yakni
tujuan yang bernilai ibadah dan merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Ada dua

tujuan perwalian yakni tujuan perwalian dalam hal perkawinan dan tujuan perwalian
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dalam anak dibawah umur. Tujuan perwalian terhadap anak dibawah umur adalah
sebagai berikut:

a. Wali sebagai pemegang kontrol bagi anak maupun bagi orang yang berada

Dengan demikian maka para wali yatim itu tidak ada halangan baginya
mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk keperluan hidupnya
sehari hari, hal ini diperbolehkan jika ia terhalang berusaha yang lain karena
mengurus harta anak yatim tersebut yang dipeliharanya itu sebagaimana firman Allah

yang berbunyi : “Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu maka hendaklah ia

75



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin
maka bolehlah ia memakan itu menurut yang patut. (An Nisa :6 )%

Perwalian terhadap diri seorang anak dilaksanakan untuk mejaga kesejahteraan

ditec ada_me i : agiakan sikecil
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segala urus
merawatnya
Menyze n Prodjohamidjojo

mengatakan

3 pengangkatan itu

_eqEtALNAY

’ a saat pengangkatan

=g
) lah perwalian tersebut;

berlaku dan yang dianggap sebagai wali menyatakan kesanggupan

menerima pengangkatan itu;

62 Sulaiman Rasjid, Figih Islam , Sinar Baru Algesindo, 2001, Cet 34, hal: 1317.
% Iman Jauhari, Op.Cit, hal. 106
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3. Jika seorang perempuan bersuami diangkat sebagai wali , baik oleh hakim
Maupun oleh salah satu orang tua dari kedua orang tuanya pada saat ia

dengan bantuan atau kuasa dari suaminya atau dengan kuasa dari hakim

d di peristiwa yang

kekuasaan orang
wasiat atau pesan

52 Undang undang

=4
g
v
&'
“
g
50
el

dimulai saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya.

% Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia legal Center Publishing,
Jakarta ,2002, hal. 57
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2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu orang tua, dimulai dari saat orang

tua itu meniggal dunia dan sesudah wali dinyatakan menerima

pengangkatan tersebut.

dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Anak yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya maka kekuasaan
orang tuanya dapat berpindah dengan adanya perwalian. Perwalian dapat terjadi
dengan beberapa cara yaitu dengan adanya penunjukan dari orang tua atau dengan

pengangkatan oleh hakim kepada perseorangan maupun suatu perhimpun, yayasan
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atau lembaga amal. Dengan adanya kekuasaan perwalian atas seorang anak tersebut
maka pihak timbul kewajiban-kewajiban dalam menyelenggarakan perwalian. Sesuai
dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa dalam
hal Hakim mengangkat seorang.\wali maka.perwalian boleh diperintahkan kepada
suatu perhimpunan, lembaga amal atau yayasan yang berkedudukan di Indonesia.
Selanjutnya disebutkan bahwa-perhimpunan,slembaga atau yayasan itu mempunyai
hak dan kewajiban yang sama dengan yang diberikan kepada wali.

Berdasarkan hal tersebut, maka perwalian yang terjadi pada Panti Asuhan
sebagai sebuah yayasan di bidang sosial sesuai-dengan peraturan dan tidak
bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Panti Asuhan harus memenuhi
setiap kebutuhan anak di bawah perwaliannya, seperti disebutkan dalam Pasal 383
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap wali harus menyelenggarakan
pemeliharaan dan pendidikan, anak sesuai harta kekayaannyadan mewakilinya dalam
segala tindak perdata, serta dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
bahwa wali harus mengurus harta kekayaan anak dengan baik dan bertanggung jawab
atas biaya, rugi dan bunga yang timbul karena pemeliharaan yang buruk.

Panti Asuhan merupakan sebuah. lembaga sosial yang bertujuan untuk
mengentaskan masalah sosial anak terlantar yang disebabkan oleh berbagai hal
misalnya karena faktor ekonomi, karena tidak dikehendaki atau dibuang oleh orang
tuanya, karena kedua orang tuanya sudah meninggal atau karena orang tuanya dicabut

dari kekuasaannya. Sebab-sebab dapat diajukannya pencabutan kekuasaan orang tua
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sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan adalah :
a. lasangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya
b. la berkelakuan buruk sekali

Anak yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya berada di
bawah kekuasaan Panti Asuhan-dalam hal ini dengan adanya perwalian. Dengan
adanya perwalian tersebut, anak diharapkan tidak menjadi terlantar akibat tidak
adanya kepengurusan pada diri anak, sehingga hak-hak anak dalam hal kesejahteraan,
perlindungan dan keamanan dapat tercukupi. Jadi dapat dikatakan bahwa anak
mempunyai hak kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan agar dapat tumbuh
secara wajar Dalam suatu perwalian terdapat suatu kewajiban.dari pihak wali untuk
mengurus anak yang berada di bawah perwaliannya. Kewajiban itu tidak hanya
mengenai pribadi anak saja-tetapi juga atas harta benda yang dimiliki anak, sesuai
dengan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
perwalian itu mengenai diri pribadi anak dan harta bendanya, demikian pula
disebutkan dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa wali harus
mengurus dan bertanggung jawab_ terhadap.harta kekayaan anak belum dewasa yang
berada di bawah perwaliannya.

Anak-anak yang berada di bawah perwalian Panti Asuhan Putri Pekanbaru
pada umumnya adalah anak-anak terlantar, anak yang tidak memiliki orang tua, anak
yang status orang tuanya tidak diketahui atau dikatakan sebagai anak alam, dan anak-

anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga tidak meninggalkan
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harta benda bagi anaknya. Perwalian yang diberikan oleh Panti Asuhan Putri
Pekanbaru tidak hanya kepada anak-anak yang berada di dalam lingkup Panti Asuhan

tetapi juga terhadap anak-anak terlantar yang layak dibantu dan tetap harus memenubhi

Pekanbaru pada
an kekerasan,
apa pihak. Anak-
anak ini biasar bawa oleh D ' ngan Anak Indonesia
Daerah Pro ﬁ I li asuh da Panti Asuhan Putri
Pekanbaru. : ‘j ‘- i -L : awa oleh Dinas Sosial
dan tidak boleh/menolak walau hanya satu or , un'padahal pihak Dinas

Sosial dan : ah ¢ me A ap3 ke Panti Asuhan

beberapa tahun terakhir ini pihak Dinas Sosial belum memberikan santunan tersebut,

®Hasil wawancara penulis dengan Bapak Robby Malik, SE, selaku Pengawas Panti Asuhan Putri
Pekanbaru, pada tanggal 18 Agustus 2021
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sehingga para pengurus Panti Asuhan yang pada akhirnya harus menutupi biaya
untuk kebutuhan anak-anak yang diasuh.®®

Bagi anak terlantar yang tidak diketahui status dan keberadaan orang tuanya

untuk dirawat di

1 Pekanbaru

anak hanya memiliki salah satu orang tua baik ibu atau ayah maka nama orang tua

kandung tetap dicantumkan dalam akta bersama dengan nama salah satu pengurus

% Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Erna Pengelola Panti Asuhan Putri Pekanbaru, pada tanggal
18 Agustus 2021
%7 Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Erna Pengelola Panti Asuhan Putri Pekanbaru, pada tanggal
18 Agustus 2021
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panti baik sebagai ibu atau ayah. Jika anak yang masih memiliki kedua orang tua
maka tidak ada perubahan pada akta si anak, nama orang tua tetap bersadarkan nama

orang tua kandung tersebut. Dengan akta ini maka akan memudahkan si anak untuk

yang mengataka 1 Pa epgurus anak terlantar,
anak fakir
berada di - al ‘- 1 Put “g baru memberikan
perwalian terhadap a 3 p-anak asuh luar bukan

berarti semua a : 3 < Va apatkan bantuan dari

undang. Dengan terjadinya perwalian secara langsung tanpa ketetapan dari

pengadilan bukan berarti terlepas dari proses dan persyaratan administratif. Adapun

% Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Ernawati., SH., selaku Pemilik Panti Asuhan Putri
Pekanbaru, pada tanggal 18 Agustus 2021
% Hasil wawancara penulis dengan lbu Hj. Ernawati SH., selaku Pemilik Panti Asuhan Putri
Pekanbaru, pada tanggal 18 Agustus 2021
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persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk menjadi anak asuh pada Panti

Asuhan Putri Pekanbaru didasarkan pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Panti

Asuhan adalah sebagai berikut:

1.

Warga Negara Indonesia.yang dibuktikan dengan adanya akte kelahiran, surat
kenal lahir atau surat kelahiran.

Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa setempat diketahui camat.

Surat pernyataan menyetujui_anaknya masuk Panti Asuhan yang dibuat oleh
orang tua atau wali dan kesediaan menerima anak kembali-apabila pelayanan
selesai, surat ini diperkuat oleh kepala desa.

Surat pernyataan dari anak yang bersangkutan untuk bersedia menaati peraturan
yang ada pada Panti Asuhan.

Surat keterangan berbadan sehat dari dokter.

Surat keterangan kelakuan baik orang tua atau wali calon anak asuh dari
kepolisian.

. Surat pernyataan dari anak untuk sanggup menerima. sanksi apabila tidak

menaati peraturan.
Surat pernyataan dari orang.tua untuk sanggup menerima anak kembali apabila
terkena sanksi dan dikembalikan pada orang tua.

. Umur maksimal pada saat masuk 12 (duabelas) tahun dan pendidikan maksimal

kelas VV SD.

10. Foto seluruh badan dan‘pas ‘foto 3x4 masing-masing empat lembar.

Persyaratan tersebut harus dilengkapi pada saat mengajukan permohonan untuk
masuk pada Panti Asuhan.”

Selanjutnya persyaratan tersebut yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi

pihak Panti Asuhan untuk memutuskan menerima atau tidak anak tersebut untuk

masuk pada Panti Asuhan. Dari proses tersebut dapat dilihat bahwa dalam

kenyataannya perwalian yang ada pada Panti Asuhan Putri Pekanbaru sangat

sederhana dan tidak memerlukan poses yang berbelit-belit. Dalam hal ini proses

" Hasil wawancara penulis dengan Bapak Robby Malik, SE, selaku Pengawas Panti Asuhan Putri
Pekanbaru, pada tanggal 18 Agustus 2021
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pengalihan anak terlihat dari adanya surat pernyataan dari orang tua untuk anaknya
masuk pada Panti Asuhan, sehingga yang terjadi bukanlah penyerahan anak

melainkan hanya peralihan asuh dari orang tua kepada Panti Asuhan. Dalam hal anak

enyelenggarakan
kepengurus: g utama bagi anak
dalam hidu Putri Pekanbaru
mendapatk endi Ng Di ekolah yang ada di

Pekanbaru.

kebutuhan anak, seperti kamar yang dilengkapi tempat tidur dan lemari pakaian,
ruang makan sekaligus sebagai tempat belajar, tempat ibadah, kamar mandi,

penerangan listrik, aliran air bersih serta jaringan telepon. Pemberian pakaian kepada

"™ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Erna Pengelola Panti Asuhan Putri Pekanbaru, pada tanggal
18 Agustus 2021
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anak-anak tidak terlalu sering dilakukan, tetapi kebutuhan akan pakaian tidak pernah
kekurangan dengan adanya donatur yang dengan ikhlas menyumbangkan barang-

barang yang layak pakai bahkan baru untuk digunakan oleh anak-naka yang berada di

para penc yang beraga 3 atikan masalah
keagamaa i : ang berupa doa
bersama mau as doa setiap hari

dilakukan sana kekeluargaan.

tidak menjadi individualistis, sehingga kelak jika mereka dilepas dalam masyarakat
akan mudah dalam bergaul dan bermasyarakat’>. Pelayanan dalam Panti Asuhan

dimaksudkan untuk membawa anak dari suatu keadaan yang kurang baik bagi

"2 Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Noor Rahma, SPd., selaku Pengasuh Panti Asuhan Putri
Pekanbaru, pada tanggal 19 Agustus 2021
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perkembangannya agar hidup layak. Berdasarkan wawancara dengan para pengurus
Panti Asuhan Putri Pekanbaru, Panti Asuhan memiliki peranan yang sangat penting

dalam kelanjutan kehidupan mereka.

QQ \suh anya terbatas sampai pada
batas anak menjadi dewasa ‘ h Pant an Putri Pekanbaru dibatasi sampai
anak menyelesaikan pendidikan pada bangku SMA. Hal ini bukan berarti kurangnya
tanggung jawab dari pihak Panti Asuhan, tetapi setelah anak mencapai batasan usia
tertentu atau sudah menyelesaikan pendidikan formalnya maka anak dianggap telah
dewasa dan mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun kekuasaan Panti

Asuhan telah berakhir setelah anak dewasa hal ini tidak berarti Panti Asuhan dapat
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menelantarkan mereka begitu saja. Bagi anakanak yang masuk Panti Asuhan karena
dititipkan orang tuanya akibat dari kesulitan ekonomi, maka setelah dewasa mereka
akan dikembalikan kepada orang tua dengan penyerahan seperti pada saat masuk
Panti Asuhan. Lain halnya bagi.anak yang benar-benar tidak mempunyai orang tua,
mereka akan disalurkan pada lapangan Kerja yang tersedia berdasar relasi Panti
Asuhan dari_pihak lain sampaicakhirnya: mereka mempunyai penghasilan sendiri
untuk menghidupi dirinya dan bisa keluar dari Panti “Asuhan. Selain itu bagi anak
yang dianggap memiliki kemampuan kecerdasan yang lebih dan jika ada pihak yang
bersedia membiayai pendidikannya maka anak tersebut dapat tetap tinggal di Panti
Asuhan dan meneruskan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.”

Seperti--halnya dalam hubungan antara orang tua .dengan anak, dalam
terjadinya suatu perwalian ada hubungan timbal balik antara dua pihak dalam hal ini
antara penyelenggara Panti Asuhan dan anak asuhwyang berada di Panti Asuhan. Pasal
383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap wali harus
menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai harta kekayaannya dan
mewakilinya dalam segala tindak perdata, selain itu.Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga.menyatakan bahwa wali wajib mengurus
anak di bawah penguasaannya beserta harta bendanya sebaik-baiknya dengan
menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Selain hubungan antara Panti Asuhan

dan anak asuhnya, bagi anak yang dititipkan oleh orang tuanya pada Panti Asuhan

" Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Noor Rahma, SPd., selaku Pengasuh Panti Asuhan Putri
Pekanbaru, pada tanggal 19 Agustus 2021
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karena alasan-alasan tertentu akan menimbulkan hubungan antara pihak orang tua
yang menyerahkan anak dan Panti Asuhan.

a. Hak dari anak asuh:

6. Mengikuti segala kegiatan dalam Panti Asuhan dan masyarakat sekitar.

Kekuasaan atas anak merupakan tanggung jawab orang tua. Sehingga dalam
hubungan antara orang tua dan anak tersebut muncul adanya kewajiban orang tua

terhadap anak. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
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Perlindungan Anak kewajiban orang tua terhadap anak dapat disebutkan sebagai

berikut:™

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara,

1. Berperan sebagai pengganti orang tua sehingga Panti Asuhan seolah-olah

dapat menjadi orang tua kandung yang mempersiapkan anak-anak

" Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Noor Rahma, SPd., selaku Pengasuh Panti Asuhan Putri
Pekanbaru, pada tanggal 19 Agustus 2021
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asuhnya menjadi anak yang mampu mandiri dan bertanggung jawab baik
dari segi ekonomi, sosial maupun mental.

2. Memberikan landasan hidup beragama yang menjadikan dasar dalam

0@‘

Seorang anak yang

kepentingannya diwakili oleh orang tuanya sebagai pemegang kekuasaan orang tua.
Orang tua yang bertanggung jawab atas seluruh kepentingan si anak yang berada di
bawah kekuasaannya, termasuk pengurusan atas harta benda anak tersebut.
Sebenarnya menurut penulis apabila kita hubungkan dengan tugas dan kewajian

seorang wali, maka tidak hanya pengawasan yang dilakukan oleh seorang wali, akan
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tetapi lebih luas lagi dari itu, yakni mengurus kepentingan si anak yang berada di
bawah perwalian itu, misalnya penyelenggaraan pendidikan si anak, kesehatan,
maupun hingga si anak akan menikah. Jadi wali dalam hal ini tidak hanya mengawasi
saja, akan tetapi_aktif berbuat.segala sesuatu-yang dianggap. perlu untuk memenuhi
kepentingan si anak. Selanjutnya mengenai harta benda si anak, wali bertanggung
jawab atas pengurusannya. Pengurusan dalam shal ini adalah menjaga agar barang-
barang si anak tetap terelihara, mengurus sedemikian rupa agar tidak musnah atau
pun melakukan perbuatan lain yang dianggap perlu, dan pantas demi kepentingan
barang itu sendiri atau demi kepentingan si anak.

Perwalian yang diberikan oleh Panti Asuhan Putri Pekanbaru meliputi pribadi
dan kepentingan si anak. Dikarenakan sebagian besar anak asuh yang berada di Panti
Asuhan berasal dari anak-anak terlantar dan korban kekerasan yang dibawa dari
Dinas Sosial, Kantor Komisi-Perlindungan Anak maupun dari-pihak Kepolisian, yang
tidak diketahui asal-usul dan identitas keluarga atau pun orang tua si anak, dan anak
tersebut tidak memiliki harta benda baik yang bergerak dan tidak bergerak saat
dibawa ke Panti Asuhan maka tidak ada perwalian.yang diberikan oleh pihak Panti
Asuhan terhadap harta benda si anak. Perwalian yang diberikan Panti Asuhan Putri
Pekanbaru terhadap pribadi dan kepentingan si anak berlangsung mulai sejak anak
tersebut dibawa ke Panti Asuhan dan dinyatakan didalam surat yang di tanda tangani
oleh pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa Panti Asuhan adalah wali yang

sah bagi anak tersebut dan berakhir ketika si anak mencapai usia dewasa. Dalam hal
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kedewasaan Panti Asuhan memberikan perwalian terhadap si anak sampai anak

tersebut selesai dari pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA Panti Asuhan
Putri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun
2013 Tentang Pengasuhan-Anak

Pada operasional Panti Asuhan secara teoritis telah ditetapkan segala sesuatu
yang diperlukan dalam pelaksanaannya;: seperti tujuan, visi dam misi, rencana
kegiatan serta peraturan dalam Panti Asuhan. Tetapi dalam kenyataanya praktek tidak
semudah teoriyang telah direncanakan, banyak ditemui hambatan dalam pelaksanaan
tujuan untuk menjadikan anak dapat bertanggung jawab pada diri sendiri maupun
orang lain dalam hidup bermasyarakat. Timbulnya berbagai permasalahan tersebut
diakibatkan anak-anak asuh berasal dari berbagai latar belakang keluarga dan
mempunyai sifat masingmasing yang berbeda. Permasalahan-permasalahan yang
timbul antara lain:

1. Permasalahan yang berasal dari diri pribadi anak.
Dari sekian banyak anak yang ada dalam Panti Asuhan semuanya berasal dari
keluarga yang berbeda dengan latar belakang masing-masing. Hal ini
menimbulkan perbedaaan. pada anak.baik dalam tingkah laku, sifat maupun
kecerdasan otak. Terkadang hal ini menimbulkan keminderan pada anak yang
merasa tertinggal dalam hal pendidikan dari temantemannya, selain itu
perbedaan tingkah laku anak sering menimbulkan ketidakcocokan sehingga
kadang menimbulkan keributan antara anak yang satu dengan yang lain dalam

menghadapi suatu permasalahan.
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Berdasarkan wawancara dengan para pengurus Panti Asuhan Putri Pekanbaru
pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 10:00 WIB dapat diketahi bahwa pada Panti
Asuhan memiliki seorang anak yang memiliki masalah dengan kebiasaan dikarenakan
anak tersebut dulunya sudah dibiasakan untuk-meminta-minta sehingga kebiasaan ini
terbawa Ketika si anak berada di lingkungan sekolah, yaitu anak tersebut meminta-
minta makanan kepada orang-erang padahal pihak Panti Asuhan telah menyediakan
bekal makanan untuk anak tersebut, sehingga pihak sekolah menghubungi pihak panti
untuk membicarakan perihal tingkah laku anak tersebut.”

Menyikapi hal tersebut, pengurus Panti Asuhan memberikan nasihat kepada
anak tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini bukan hanya sebagai
hukuman, tetapi untuk membentuk pribadi anak agar menjadi lebih baik dan
meninggalkan segala kebiasaan buruk yang sering dilakukan.

2. Permasalahan dari faktor tenaga pengurus.dan pendidik:

Kurangnya tenaga pengurus dalam Panti Asuhan dapat menyebabkan
terganggunya kegiatan yang seharusnya berjalan. Apalagi jika dalam suatu Panti
Asuhan kurang tepenuhi kebutuhan akan tenaga.pendidik maka akan sangat
berpengaruh pada perkembangan anak. Hal In biasa terjadi karena kurangnya
kesadaran dari masyarakat kita untuk secara sukarela memberikan bantuan dalam
pelayanan pada Panti Asuhan, sedangkan untuk memberikan upah pada tenaga

bayaran akan menimbulkan masalah baru dalam hal biaya. Pada Panti Asuhan Putri

™ Hasil wawancara penulis dengan lbu Hj. Noor Rahma, selaku Pengasuh Panti Asuhan Putri
Pekanbaru, pada tanggal 19 Agustus 2021
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Pekanbaru yang memiliki anak asuh sebanyak 62 orang anak kepengurusan anak-
anak hanya diserahkan pada seorang ibu asrama saja dengan bantuan anak-anak asuh

yang sudah cukup dewasa untuk saling mengurus dan membantu masalah makan

makan, pakaia lidika eh Al g dibutuhkan biaya
yang besar 6 : er dana pa berasal dari donatur-

donatur yang peduli pada a sedangkan ) h.maupun Dinas Sosial

tidak memb pemerintah dirasa
terlalu mini Panti Asuhan Putri
Pekanbaru sel Dinas Sosial belum
ada memberika 1&: di Panti Asuhan Putri

bisa tercukupi.
4. Permasalahan yang timbul dari faktor perusahaan sosial dan rumah sakit

Pendidikan di negara ini sudah menjadi barang mahal, hal ini sangat

berpengaruh bagi anak-anak di Panti Asuhan karena berdasarkan hasil wawancara

dengan para pengurus panti, dapat dilihat bahwa anak-anak asuh yang bersekolah di
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biayai oleh pihak Panti Asuhan dimana Panti Asuhan sendiri tidak memiliki sumber
dana yang tetap. Pihak sekolah sendiri hanya memberi bantuan operasional sekolah

dalam hal buku-buku pelajaran anak. Dalam hal kesehatan sekalipun tidak ada

yang be 1 Pa @ anak-ans ) )utuhkan tenaga

medis a ha hia mendapatkan
bantuan
hal ini mas
anak peme

5. Per
anya hanya bersifat

formalitas . \ berlaku, hal ini

khusus dalam suatu Panti Asuhan. Panti Asuhan lebih menekankan pada fungsi

sosialnya untuk mengentaskan anak-anak penyandang masalah sosial.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil pe an_dan pembahasan nulis lakukan, maka dapat

i Asuhan Putri
atas undang-undang

Sosial Nomor 21

lakukan pada Bab Pembahasan, adapun
saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada,yaitu
sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pelaksanaan Perwalian Anak yang diberikan oleh LKSA Panti

Asuhan Putri harus berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun
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2013 Tentang Pengasuhan Anak, pada Pasal 30 yaitu: ‘“Penunjukkan wali
dilakukan melalui penetapan pengadilan.”.

2. Hendaknya Panti Asuhan mendapat perhatian lebih dari para pihak khususnya

nembantu kegiatan Panti

"y "‘ !’NF‘\-““ .9 s asalah biaya
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